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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari mata kuliah 

yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa dan 

mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, 

jurusan Informatika. Praktik Kerja Lapangan juga menjadi salah satu sistem 

pembelajaran dunia kerja yang ditujukan kepada mahasiswa agar melatih mental,  

sikap, penerapan ilmu, dan menjalin koneksi dengan orang-orang yang berada 

pada lingkungan tempat PKL. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dan disetiap bidang pada Dinas 

tersebut sudah menerapkan teknologi. 

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu-

ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang pelaksanaanya 

dilakukan dalam kegiatan ini, salah satu ilmu serta teori yang akan diterapkan di 

tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah menganalisis sistem yang berjalan 

pada instansi pemerintah. Kegiatan ini pula dapat meningkatkan disiplin kerja dan 

profesionalisme dalam bekerja agar dapat mengenal dunia atau lingkungan kerja 

yang akan bemanfaat bagi mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan. 

Selain itu Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga penting untuk diikuti oleh 

mahasiswa mengingat kebutuhan saat ini bukan hanya kemampuan hard skills 

yang harus dimiliki tetapi juga kemampuan soft skills, diharapkan nantinya setelah 

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa memiliki kemampuan soft 

skills yang luas terkait dunia kerja. 
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1. Maksud 

Maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mendapatkan 

pengalaman kerja dan dapat menumbuhkan sikap sosialisas dalam dunia kerja 

serta dapat melakukan penerapan kerja yang sudah didapatkan selama 

Perkuliahan. 

Maksud Praktik kerja lapangan menunjukkan pada apa yang dilakukan pada 

kegiatan PKL antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan dibidang komputer pada Praktik 

kerja. 

2. Melakukan Penyesuaian diri di Tempat Praktik Kerja. 

3. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan di lapangan kerja. 

Membangun hubungan sebagai mitra kerja. 

 

1.2.2. Tujuan 

Tujuan PKL menunjukkan pada apa yang akan di peroleh di tempat 

Praktik kerja antara lain: 

1. Menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab dalam melakukan 

kegiatan dalam di dunia kerja. 

2. Menambah dan memperluas pengetahuan dunia kerja. 

3. Dapat melakukan penerapan keahlian yang sudah di dapatkan selama 

perkuliahan. 

4. Mencari kebutuhan kerja yang masih belum terpenuhi dalam dunia 

kerja , khususnya di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 

5. Membantu keberlangsungan kinerja yang ada di Dinas Provinsi 

Lampung. 

6. Dapat menerapkan keahlian yang di miliki dalam suatu pekerjaan. 

Membangun relasi antara mahasiswa/mahasiswi dengan para pekerja 

yang ada di instansi tersebut. 
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1.3. Kegunaan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sangat bermanfaat bagi kami dan berbagai 

pihak lainnya , maanfaat yang kami dapatkan selama melakukan kegiaatan Praktik 

Kerja Lapangan diantaranya kami medapatkan banyak pelajaran yang berguna 

bagi kami di dunia kerja seperti cara bersosialisasi dengan para pegawai dan bagi 

para ketua Pimpinan lainnya, tidak hanya itu kami harus bisa menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan bagi instansi 

Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, selama kami melakukan praktik kerja 

lapangan kami mendapatkan pembelajaran positif dari bapak/ibu yang ada di 

instansi tersebut.selain itu kami ingin memberikan konstribusi positif bagi 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

sebagai mitra kerja, sehingga dapat membuka peluang kerja bagi mahasiswa 

lulusan Universitas Teknokrat Indonesia.  

Kami juga ingin memberikan gambaran bagi angkatan selanjut nya untuk 

mengetahui bagaimana kegiatan dan hal hal positif yang bisa kita dapatkan dalam 

melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

Tabel 1.4.1 Tempat Praktik Kerja lapangan 

Nama Instansi                 Dinas PendapatanProvinsi Lampung 

Jenis Lembaga    Instansi Pemerintahan 

Sub Bagian   a.Perencanaan 

b.NonPajak 

Alamat  Jalan Sultan Hasanudin, Teluk Betung 

Utara, Bandar Lampung 

Alasan memilih tempat PKL Ingin mengetahui dan mempelajari 

tekhnologi yang telah digunakan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung 

Sumber : Dispenda Provinsi Lampung 
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1.5.Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan PKL di di mulai dari  tanggal 10 Juli  sampai dengan 4 

September 2017 dengan jumlah pertemuan 40 kali. 

1.5.1.  Kegiatan Kantor 

Tabel 1.5 Waktu Praktik Kerja lapangan 

No Hari Kegiatan Jam 

 

1 

 

Senin 

Rapel pagi 07:30 

Jam kerja 08:00 s/d 16:00 

Istirahat 12:00 s/d 13.00 

Pulang 16:00 

 

 

2 

 

Selasa 

Rapel pagi 07:30 

Jam kerja 08:00 s/d 16:00 

Istirahat 12:00 s/d 13.00 

Pulang 16:00 

 

 

3 

 

Rabu 

Rapel pagi 07:30 

Jam kerja 08:00 s/d 16:00 

Istirahat 12:00 s/d 13.00 

Pulang 16:00 

 

 

4 

 

Kamis 

Rapel pagi 07:30 

Jam kerja 08:00 s/d 16:00 

Istirahat 12:00 s/d 13.00 

Pulang 16:00 

 

 

5 

 

Jumat 

Senam 07:30 

Jam kerja 08:00 s/d 16:30 

Istirahat 11:00 s/d 13.30 

Pulang 16:30 

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

  

2.1 Sejarah Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Provinsi Lampung  

Gambar 2.1 Kantor Dispenda 

Sumber : Dispenda Provinsi Lampung 

 

Pada awalnya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bernama “Bagian 

Pajak atau Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya 

bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada 

bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968 Bagian Pajak atau Penghasilan 

Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasilan 

Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 

G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan 

diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi 

bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I 

Lampung. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/ 0254/B.VII/HK/1991, 

maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. 

Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, 

tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri 

otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 
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Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I 

Lampung”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 

7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur 

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh 

Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 

I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I 

Lampung No. : 14 Tahun 1976. Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi 

Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 

Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan 

terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 2000 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan 

Gubernur Lampung No.: 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomenklatur Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 42 berubah dari semula bernama 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung. Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU 

No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Lampung; Bagian XVIII. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Bagian 

VIII.  
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi 

Mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Lampung, maka Visi Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung tahun adalah : “Pengelola pendapatan 

daerah yang profesional dan bertanggung jawab”. 

 

2.2.2 Misi 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung merumuskan 3 (tiga) Misi Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung, yaitu :  

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas 

maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan 

prasarana yang efektif. 

2. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan 

teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam 

pengelolaan pendapatan daerah.  

3. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan 

sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah. 

 

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

Berikut ini merupakan struktur organisasi dan pembagian tugas dari 

masing-masing bidang dari DISPENDA Provinsi Lampung. 
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2.3.1 Bagan Struktur Tugas 

 

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

 

  

2.4 Kegiatan Umum Dinas Pajak dan Pendapatan 

Dinas Pajak dan Pendapatanmempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan) dan Pemanfaatan Data. 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan 

kewenangan desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Catatan dispenda 

dan tugas lain yang diberikan GubernurKepala Dinas menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan Program Dinas dan 

merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan. 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya. 

c. Memberi arahan dan pembinaan kepada bawahan. 
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d. Menilai hasil kerja bawahan. 

e. Mengkoordinasikan kegiatan pemungutan pendapatan dengan 

Instansi/Lembaga terkait. 

f. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 

dan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. 

g. Memonitor perkembangan penerimaan pendapatan daerah. 

h. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan APBD dibidang 

pendapatan daerah. 

i. Memberi usul saran dan pertimbangan kepada Gubernur 

tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas. 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

 

2. Sekretariat Dinas 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai 

fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah 

tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta 

memberikan pelayanan administratif dan fungsional. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di 

bidang, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi 

umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan 

administratif dan fungsional. Fungsi pelaksanaan tugas di bidang 

kepegawaian, penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan. 

b. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di 

bidang pengelolaan keuangan dinas. 
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3. Bidang Bagian Umum mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum. 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan. 

c. Menilai hasil kerja bawahan.  

d. Menata arus barang dan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang.  

e. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, barang bergerak dan tidak 

bergerak. 

f. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor serta memelihara    

sarana prasarana. 

 

4. Bagian Bidang Perencanaan antara lain : 

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

perencanaan,pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / 

kegiatan dinas Fungsinya :  

a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian. 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian. 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian. 

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam 

lingkup sub bagian. 

 

5. Bagian Bidang Kepegawaian mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.  

b. Memberi petunjuk kepada bawahan. 

c. Menilai hasil kerja bawahan.  

d. Membuat konsep usul pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan 

pangkat, gaji berkala, penghargaan dan usul kepegawaian lainnya.  

e. Membuat, menghimpun dan memelihara DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan).  

f. Membuat rekapitulasi dan melaporkan absensi kepegawaian secara 

periodik. 

g. Menata dan menyimpan berkas kepegawaian. 
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6. Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan 

Program. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan.  

c. Menilai hasil kerja bawahan.  

d. Membuat rencana kerja dan anggaran untuk belanja tidak langsung.  

e. Koordinasi penyusunan program dibidang belanja.  

f. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan keuangan. 

 

7. Bagian Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas :  

a. Membuat rencana kegiatan bidang Pajak Daerah.  

b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi.  

c. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan.  

d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan.  

e. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam menentukan 

kebijaksanaan Bidang Pajak Daerah.  

f. Melakukan penataan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan produk 

hukum bidang Pajak Daerah.  

g. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan Pajak 

Daerah. h. Melaksanakan koordinasi di bidang Pajak Daerah dengan 

instansi terkait.  

h. Melaksanakan administrasi pengelolaan Pajak Daerah. 

 

8. Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah mempunyai tugas :  

a. Membuat rencana kegiatan Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah.  

b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi.  

c. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan.  

d. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan.  

e. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam menentukan 

kebijaksanaan Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah. 
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9. Bagian bidang retribusi mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Retribusi.  

b. Memberi petunjuk kepada bawahan.  

c. Menilai hasil kerja bawahan. 

d. Melakukan monitoring hasil pemungutan Retribusi ke unit kerja terkait.  

e. Membuat pembukuan dan laporan penerimaan Retribusi.  

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1. MUHAMMAD IQBAL MUIS (14312096) 

3.1.1. Bidang Kerja 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung penulis ditempatkan pada bagian Non Pajak di bidang Retribusi & PLL 

(Pajak Lain-Lain) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Pada bidang tersebut 

kegiatan yang dilakukkan diantaranya : 

a. Pengarsipan kartu jenis parkir 

b. Melakukan stempel jenis kartu parkir  

c. Rekapitulasi perhitungan data-data pajak dalam daerah 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja  

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan Dinas pajak dan Pendapatan. Adanya kewenangan di provinsi 

adalah pajak kendaraan bermotor, pajak izin air permukaan dan pajak rokok 

perusahaan disetiap daerah. Sehingga agar kita bisa mengetahui perencanaan yang 

matang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah lampung sebagai 

penerimaan serta untuk memahami kondisi terhadap Pendapatan Asli Daerah ( 

PAD ) khususnya daerah provinsi lampung.  

1) Adapun kegiatan yang dilakukan pada dinas pendapatan antara lain : 

a. Pengarsipan kartu jenis parkir  

  dilaksanakan pada tempat praktek kerja lapangan di kantor dinas 

pendapatan , salah satunya yang diarsip jenis-jenis kartu parkir roda dua 

maupun roda empat, Pengarsipan dilakukan seminggu dua kali dan 

terkadang itu bisa dilakukan bisa lebih dari seminggu dari banyaknya 

data, jumlah banyaknya dari yang diarsip hanya satu mengenai tentang 

hasil kartu parkir. Permohonan yang di arsipkan dilakukan bidang 

retribusi. Pelaporan hasil dari pengarsipan ditujukkan langsung kepada 

kepala bagian bidang retribusi kantor dinas pendapatan.   

 



14 
 

b. Melakukan Stempel jenis kartu parkir 

Dilaksanakannya hampir beberapa minggu karena dalam sehari bisa 

melakukan 3000 jenis kartu parkir baik itu roda dua maupun roda empat, 

dan itu merupakan penyetoran untuk dinas yang ada daerah. 

 

Meliputi antara lain pendataan-pendataan yang dilakukan : 

 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

c. Rekapitulasi perhitungan data-data pajak dalam daerah. 

Ini masih dalam tugas untuk menyelesaikan penginputan data-data pajak 

secara manual dalam komputer yang di berikan Kepala Bidang Retribusi 

(non pajak) , Penulis mendapatkan informasi bagaimana cara sistem kerja 

di Dinas Pajak dan  Pendapatan bagaimana terjadinya proses melakukan 

pembayaran perusahaan mau izin membangun bangunan selagi itu bisa 

saling berkaitan terhadap apa yang dilakukan dari sistem pengelolaannya 
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yang didapat, Jadi setiap dinas telah ditentukan pajak-pajaknya dalam 

setiap tahunnya harus ada perubahan yang menimbulkan kenaikan. 

Retribusi memiliki berbagai macam jasa umum antara lain : 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan  

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan (Tatakota) 

3. Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu catatan sipil 

4. Retribusi pelayanan pemakaman  

5. Retribusi Parkir jalan umum 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 

Sementara membahas mengenai jasa usaha yaitu :  

1. Retribusi terminal 

2. Retribusi khusus parkir  

3. Retribusi Kekayaan daerah 

4. Retribusi rumah potong hewan 

5. Retribusi penjualan produksi usaha 

Tarif Parkir : Merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir 

jalan yang telah ditetapkan oleh pemerint ah kabupaten/Kota berdasarkan 

UU tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan 

tingkat kabupaten kota sesuai dengan peraturan daerah, Untuk 

mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir perangkat digunakan sebagai 

alat dalam kebijakan manejemen lalu lintas kawasan/kota untuk membatasi 

penggunaan kendaraan pribadi. 

 

 

 

3.1.3. Kendala yang dihadapi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian 

Retribusi (Non pajak), penulis menemukan permasalahan : 

a. Kurangnya konektifitas pada ruangan Retribusi dan PLL 

b. Proses data-data parkir tidak valid dari yang dimasukkan. 
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3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapai selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

Dinas pendapatan Provinsi Lampung khususnya di bagian Retribusi dan PLL, 

Solusi atau alternatif pemecahan masalah tersebut adalah : 

 

a) Kurangnya konektifitas pada ruangan Retribusi dan PLL.  

Dari Permasalahan ketersediaan jaringan pada ruang Retribusi 

dan PLL pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, penulis ingin 

memberikan usulan untuk pemasangan jaringan berupa wifi agar 

untuk memudahkan dalam mencari informasi.  

  Wi-Fi (Wireless Fidelity) yaitu sekumpulan standar yang 

digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area 

Networks – WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11 

(Putra, G. A. 2016, Maret 8)  

b) Proses data-data parkir tidak sesuai dari yang dimasukkan 

Data yang dimaksudkan tidak sesuai karena antara yang di dalam 

pembukuan dengan yang diminta tidak sama, menjadikan penyalinan 

data kartu parkir terlebih dahulu di pembukuan sebelum dimasukkan 

ke dalam. Usulan penulis dengan memberikan data-data belum benar 

untuk segera merubahnya karena data harus sesuai ke komputer untuk 

dimasukkan agar menjadi benar, Contohnya seperti pada penulisan 

dalam pembukuan UPTD ( Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ) yang 

setelah itu di inputkan pada Microsoft Excel.  

 

 

..  
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3.2. HARIS AS’AD (14312070) 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung (DISPENDA) penulis ditempatkan dibagian 

perencanaan.  

Adapun bidang kerja yang di tempatkan pada bagian Perencanaan sebagai berikut. 

a. Mendata Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung tahun 2012 - 2016. 

b. Membuat Tabel dan Grafik Rincian Perkembangan Target dan 

Realisasi Pendapatan Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Lain-lain 

Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang syah tahun 2012-2016. 

1. Retribusi Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain - lain Pendapatan yang syah 

c. Menganalisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung. 

d. Melakukan Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar. 

e. Melaksanakan pemeriksaan atau Maintance Hardware dan Software 

pada suatu komputer. 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja  

Adapun beberapa kegiatan yang di lakukan pada bagian perencanaan 

antara lain sebagai berikut :  

a. Mendata Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung tahun 2012 - 2016.  
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Penulis diberi data berupa dokumen-dokumen oleh kepala 

ruangan di bidang perencanaan untuk menginputkan data ke Microsoft 

Excel dan di buatkan grafik nya, yang berisi data perkembangan 

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah provinsi Lampung.  

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

b. Membuat Tabel dan Grafik Rincian Perkembangan Target dan 

Realisasi Pendapatan Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Lain-lain 

Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang syah tahun 2012-2016. 

1. Retribusi Daerah 

Penulis diberikan soft copy dan data untuk melakukan 

pembuatan Tabel dan grafik Rincian Perkembangan Dana 

Perimbangan. 
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Target Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016. 

NO TAHUN TARGET REALISASI % 

1 2012 7.535.420.164 8.190.683.392 108,70 

2 2013 8.339.099.000 10.070.270.935 120,76 

3 2014 7.787.152.820 9.253.336.152 118,83 

4 2015 7.708.708.520 10.334.830.095 134.07 

5 2016 6.852.424.000 7.009.465.984 102.29 

 

 

 

Perkembangan Target Realisasi Retribusi Daerah  

Tahun 2012-2016. 

NO  TAHUN  TARGET REALISASI  

PERKEMBANGAN 

TARGET (%)  REALISASI (%)  

1 2012 7.535.420.164 8.190.683.392 (2,14)  (6,20)  

2 2013 8.339.099.000 10.070.270.935 10,67 22,95 

3 2014 7.787.152.820 9.253.336.152 (6,62)  (8,11)  

4 2015 7.708.708.520 10.334.830.095 (1,01)  11,69 

5 2016 6.852.424.000 7.009.465.984 (11.11) (32.07) 
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Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

2. Dana Perimbangan 

Penulis diberikan soft copy dan data untuk melakukan 

pembuatan Tabel dan grafik Rincian Perkembangan Dana 

Perimbangan. 

 

Target Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016. 

NO TAHUN  TARGET REALISASI  %  

1 2012 1.272.343.068.440 1.280.942.271.963 100,68 

2 2013 1.421.737.544.400 1.384.043.537.032 97,35 

3 2014 1.533.653.384.771 1.472.486.568.518 96,01 

4 2015 1.580.210.606.652 1.514.291.528.636 95,83 

5 2016 3.017.790.276.972 3.158.712.900.538 104,67 
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Perkembangan Target Realisasi Dana Perimbangan  

Tahun 2012-2016. 

NO  TAHUN  TARGET REALISASI  

PERKEMBANGAN 

TARGET (%)  REALISASI (%)  

1 2012 1.272.343.068.440 1.280.942.271.963 13,66 20,47 

2 2013 1.421.373.554.400 1.384.043.537.032 11,74 8,05 

3 2014 1.533.653.384.771 1.472.486.568.518 7,87 6,39 

4 2015 1.580.210.606.652 1.514.291.528.636 3,04 2,84 

5 2016 3.017.790.276.972 3.158.712.900.538 90,97 108,59 

      

 

 

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

 

3. Lain - lain Pendapatan yang syah 

Realisasi lain-lain pendapatan yang syah tahun anggaran 2012 

s/d 2016 sebagai berikut :  

a. Tahun 2012 realisasi mencapai Rp. 773.473.941.774,- 

(90,61%) dari  Target Rp. 853.659.332.000,- 

b. Tahun 2013 realisasi mencapai Rp. 746.609.141.921,- 

(92,68%) dari Target Rp. 805.578.818.000, - 

c. Tahun 2014 realisasi mencapai Rp. 779.112.624.578,- 

(99,25%) dari Target Rp. 785.0104.563.000, - 

d. Tahun 2015 realisasi mencapai Rp.1.025.674.292.779,-  

(98,32%) dari Target Rp. 1.043.226.313.000, - 
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e. Tahun 2016 realisasi mencapai Rp. 61.213.359.516,- 

(89,47%) dari Target Rp. 68.417.192.000 ,- 

 

TARGET DAN REALISASI                                                                                                                  

LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 201 2-201 6 

 

NO TAHUN  TARGET REALISASI  %  

1 2012 853.659.332.000 773.473.941.774 90,61 

2 2013 805.578.818.000 746.609.141.921 92,68 

3 2014 785.004.563.000 779.112.624.578 99,25 

4 2015 1.043.226.313.000 1.025.674.292.779 98,32 

5 2016 68.417.192.000 61.213.359.516 89,47 

 

 

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

 

c. Menganalisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung 

Penulis melakukan analisis rasio keuangan provinsi lampung, 

dimana analisis rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana ekstern yang dalam hal ini adalah dana 

Perimbangan yang berasal dari Pusat maupun pinjaman daerah. 

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan 

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin 

rendah, dan sebaliknya. Tabel berikut ini adalah rasio Kemandirian 

Pemerintah Provinsi Lampung dapat dihitung sebagai berikut : 
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Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio keuangan Provinsi 

Lampung. 

manatdanPinjaBantuanPus

DaerahAsliPendapa
daerahnKemandiria

.tan
. =

 

 

Tabel. 3.2 Tabel Rasio PAD Terhadap Dana Perimbangan  

NO. TAHUN 
Realisasi PAD 

Realisasi Dana 

perimbangan 
Rasio 

kemandirian 

(%) (Rp.) (Rp.) 

1 2012 1.706.131.403.523 1.280.942.271.963 133,19 

2 2013 1.782.079.943.202 1.384.043.537.032 128,76 

3 2014 2.307.904.100.056 1.472.486.568.518 156,74 

4 2015 2.247.288.679.813 1.514.291.528.636 148,41 

 

5 2016 2.365.097.213.971 2.739.699.673.888 86,33 

 

d. Melakukan Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar. 

Penulis melakukan pengarsipan surat masuk dan keluar, dimana 

dalam melakukan pengarsipan masuk dan keluar di Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung masih melakukan pengarsipan secara 

manual, adapun contoh surat masuk ke dispenda seperti undangan 

rapat di kantor gubernur, dan contoh surat keluar seperti karyawan 

mendapatkan dinas luar. 

 

e. Melaksanakan pemeriksaan atau Maintance Hardware dan Software 

pada suatu komputer. 

Penulis diberikan tugas dari kepala dibidang IT untuk 

memperbaiki atau maintance Komputer dan Laptop yang mengalami 

kerusakan seperti menginstal ulang dan komputer di tampil dimonitor 

pada ruang IT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 
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3.2.3. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian 

Perencanaan, penulis menemukan permasalahan : 

a. Dalam melakukan pengarsipan surat masih tergolong manual, karena 

masih dilakukan pencatatan pada buku surat masuk dan keluar. 

b. Dalam menganalisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung penulis 

masih belum terlalu paham dalam pencarian hasil analisis tersebut.  

3.2.4.  Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapai selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

Dinas pendapatan khususnya di bagian Perencanaan, Solusi atau alternatif 

pemecahan masalah tersebut adalah :  

a. Diadakannya Mekanisme yang terkomputerisasi berupa sebuah 

aplikasi yang dapat membantu kinerja dalam pembuatan surat yang 

tersimpan dalam database. DBMS adalah singkatan dari “Database 

Management System” yaitu sistem penorganisasian dan sistem 

pengolahan Database pada komputer. DBMS atau database 

management system ini merupakan perangkat lunak (software) yang 

dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. (N, 

S. 2015, Mei 24). 

b. Untuk mengatasi menganalisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung, 

penulis melihat referensi yang ada di internet atau buku-buku tentang 

analisis rasio dan memahami rumus tersebut. Di mana Analisis Rasio 

Keuangan atau Financial Ratio adalah merupakan suatu alat analisa 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan 

berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di 

laporan keuangan seperti Laporan Neraca, Rugi / Laba, dan Arus Kas 

dalam periode tertentu.  

Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio keuangan Provinsi 

Lampung. 

manatdanPinjaBantuanPus

DaerahAsliPendapa
daerahnKemandiria

.tan
. =
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3.3. BAYU ADE SEPTIAWAN (14312046) 

3.3.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pendapatan 

Provinsi Lampung penulis ditempatkan pada bagian Non Pajak di bidang 

Retribusi & PLL Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 

Adapun bidang kerja yang terdapat pada bagian Non Pajak ( Retribusi & PLL ) ini 

antara lain : 

a. Menerima, menginputkan, dan meng-arsip laporan bulanan pajak 

penghasilan dari Dinas-Dinas terkait. 

b. Membuat Surat Permintaan Pembuatan Plakat 

c. Stempel Kartu Parkir dan mengecek ke Samsat mengenai kartu 

parkir 

3.3.2. Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan  pada bagian Non 

Pajak di bidang Retribusi & PLL Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, penulis 

telah melakukan beberapa pekerjaan, Berikut kegiatan sehari – hari penulis selama 

Praktik Kerja Lapangan (PKL): 

a. Menerima laporan pajak yang dikirimkan setiap bulan nya, dan meng-

inputkan pada microsoft excel. Setelah penginputan selesai kemudian 

laporan tersebut akan masuk kedalam lemari peng-arsipan diurutkan 

berdasarkan tanggal dan bulan, laporan tersebut di letakan pada bagian 

Dinas masing-masing. Berikut daftar Dinas-Dinas terkait : 

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

2. Dinas Koperasi dan UMKM 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

4. Dinas Bina Marga 

5. Dinas Kelautan dan Perikanan 

6. Dinas Kehutanan 

7. Dinas Perdagangan 

8. Dinas PU dan Penataan Ruang 
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9. Dinas Perkebunan dan Peternakan 

10. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 

11. Dinas Pemuda dan Olahraga 

12. Dinas Pariwisata 

13. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 

14. Dinas Perhubungan 

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

16. BAPENDA 

 

Tabel. 3.2. Daftar Penginputan Laporan Dinas 

 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

 

b. Membuat surat permintaan pembuatan Plakat 

Dalam surat ini berisikan permintaan pembuatan Plakat (cendra mata 

yang berbentuk Siger Lampung) akan dibawa saat Rapat yang 

dilaksanakan di DISPENDA bagian Yogyakarta, Setelah surat tersebut 

selesai maka kemudian akan dikirim kan ke Kantor Gubernur Pada 

Bagian Sekertaris. 
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c. Stempel kartu parkir dan membantu pengecekan ke Samsat 

 Menyetempel kartu parkir yang sering digunakan untuk parkir 

kendaraan pada Samsat di Provinsi Lampung, ada dua jenis kendaraan 

yaitu R2 sebagai kendaraan yang memiliki roda dua seperti Motor, 

sedangkan R4 ditujukan sebagai kendaraan yang memiliki empat roda 

seperti Mobil.  

 Dua hari sekali stempel kartu parkir minimal 2000 lembar, 

kemudian setelah selesai dimasukan lagi kedalam Rak lemari khusus 

untuk kartu parkir tersebut. Kartu parkir tersebut digunakan pada 

seluruh Samsat yang terdapat pada Provinsi Lampung. 

 Sebulan sekali dari pihak kantor DISPENDA melakukan 

pengecekan pada tempat-tempat parkir yang terdapat pada Samsat, 

contoh pengecekan seperti berikut : 

1. Penggunaan kartu parkir yang sesuai dengan jenis 

kendaraan ( motor/mobil) 

2. Penarikan uang parkir sesuai dengan kertas parkir atau 

tidak 

 

3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis pada bidang Retribusi dan PLL Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung adalah: 
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1. Tidak adanya jaringan pada ruangan 

Belum terpasang nya jaringan pada ruangan khusunya di bagian 

Retribusi dan PLL sehingga menyulitkan dalam mengirimkan berkas, 

sehingga masih menggunakan hotspot milik pribadi. 

2. Tidak Tersedia printer berbasis jaringan Local Area Network 

Tidak tersedia printer berbasis Jaringan Local Area Network pada 

Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, sehingga dalam melakukan 

percetakan harus memindahkan kabel USB printer ke-komputer lain, 

sebaliknya jika komputer lain ingin mencetak laporan USB printer 

harus di cabut dan dipindahkan.  

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Untuk memudahkan dalam suatu kinerja, maka penulis 

menjabarkan setiap solusi pada masalah berikut : 

1. Tidak adanya jaringan pada ruangan 

Dari pemasalahan ketersediaan jaringan pada ruang Retribusi dan PLL 

pada Dinas Pendapatan  Provinsi Lampung, penulis ingin memberikan 

usulan untuk pemasangan sebuah jaringan yang bisa menggunakan 

kabel LAN pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, sehingga dapat 

memudahkan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan tentunya 

dalam melakukan pengiriman laporan jarak jauh. Fungsi jaringan LAN 

yaitu agar komputer dapat terhubung antara satu komputer dengan 

komputer yang lain sehingga bisa bertukar data dan berbagi kepada 

perangkat keras yang lain. (Irawan, H. 2012, November 12). 

 

2. Tidak tersedia printer berbasis jaringan Local Area Network 

Dari permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan percetakan 

yang tidak harus mencabut dan memasang USB printer terlebih dulu 

baru mencetak tentu saja hal ini tidak efisien dalam bekerja, sehingga  

penulis ingin memberi usulan mengatasi masalah dengan cara 
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membangun “Printer Berbasis jaringan Local Area Network 

(Sharing Printer)”. 

LAN (Local Area Network) adalah suatu media transmisi bersama 

serta rangkaian hardware dan software untuk menginterfacekan 

perangkat menjadi media serta mengatur akses menuju media tersebut 

dengan tepat. (Tanenbaum, A.S., 2000). 

Salah satu pemanfaatan jaringan local (LAN) adalah dapat melakukan sahre 

printer yang digunakan agar dapat digunakan secara bersama-sama oleh komputer 

lain yang terhubung dalam satu jaringan local area network (LAN). Berikut 

langkah – langkah sharing  printer. 

1. Pastikan USB printer sudah terpasang ke PC. 

2. Klik menu star pilih devices and printer. 

3. Klik kanan pada icon printer yang terhubung, pilih printer 

properties. 

4. Klik menu sharing, kemudian klik menu ceklis share this printer. 

5. Terakhir kik OK. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada Dinas Pendapatan 

Provinsi Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis 

dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan 

kemampuan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki dalam memahami 

struktur , mekanisme, dan nuansa dunia kerja pada Dinas Pendapatan 

Provinsi Lampung. 

2. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kendala yang 

ditemukan bermacam-macam, seperti pada bidang Retribusi dan PLL 

yaitu kesulitan dalam melakukan percetakan karena tidak adanya 

Jaringan yang terhubung pada ruangan dan Printer Berbasis jaringan 

Local Area Network. Dan pada bagian Perencanaan yaitu Dalam 

melakukan pengarsipan surat masih tergolong manual, karena masih 

dilakukan pencatatan pada buku surat masuk dan keluar.  

4.2 Saran 

Dengan adanya permasalahan di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 

tersebut, penulis mengusulkan sebuah solusi di tiap–tiap bidang yang dapat 

menangani permasalahan yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan 

saran lain yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut :  

1. Mengusulkan untuk pemasangan jaringan yang menyeluruh kesemua 

bidang (ruangan). Dan pada bagian perencanaan yaitu diadakannya 

Mekanisme yang terkomputerisasi berupa sebuah aplikasi yang 

dapat membantu kinerja dalam pembuatan surat yang tersimpan 

dalam database. 

2. Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam 

memberikan pembekalan untuk meningkatkan materi. 
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3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu 

pengetahuan Komputer dan Informasi terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 Kartu parkir kendaraan roda 2 

 

 

 

Lampiran 2 Ruangan Retribusi dan PLL 
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Lampiran 3 Ruang Kepala Sub Bidang Retribusi Perencanaan 
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Lampiran 5 Absen dari keseluruhan Mahasiswa yang PKL di DISPENDA 


